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ABSTRACT  
This article aims to map research trends, dominant themes, methodological tendencies, and 
research gaps in studies on digital transformation of public services in Indonesia during 
2019–2025. The study employed a systematic literature review (SLR) design guided by 
PRISMA 2020. Articles were searched through DOI-accessible journal portals and scholarly 
databases using the keywords "digital transformation", "public service", "e-government", 
"SPBE", and "Indonesia". The screening process produced a main corpus of 30 Indonesia-
focused articles published in 2019–2025, while additional methodological and conceptual 
references published in 2019–2026 were used to strengthen the analysis. The review shows 
four major findings. First, publication intensity increased sharply after 2020, indicating 
stronger academic attention after the pandemic and the acceleration of digital government 
agendas. Second, the dominant themes concern e-government adoption, service quality 
improvement, SPBE governance, and local public-service innovation. Third, qualitative case 
studies remain the most widely used approach, while comparative, longitudinal, and mixed-
method designs are still limited. Fourth, digital transformation consistently contributes to 
efficiency, accessibility, transparency, and responsiveness, but continues to face 
infrastructure inequality, digital literacy gaps, interoperability fragmentation, leadership 
problems, and data protection risks. The article concludes that future studies need to move 
from platform-centred analysis toward citizen-centred, impact-oriented, and cross-regional 
evaluation frameworks. 
Keywords: digital transformation; public service; e-government; SPBE; systematic 
literature review.  

 
ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan memetakan tren riset, tema dominan, kecenderungan metodologis, 
serta kesenjangan penelitian mengenai transformasi digital pelayanan publik di Indonesia 
selama 2019–2025. Penelitian menggunakan desain systematic literature review (SLR) 
dengan panduan PRISMA 2020. Artikel ditelusuri melalui portal jurnal dan pangkalan 
data ilmiah yang menyediakan DOI dengan kata kunci “transformasi digital”, “pelayanan 
publik”, “e-government”, “SPBE”, dan “Indonesia”. Hasil penyaringan menghasilkan 
korpus utama sebanyak 30 artikel yang berfokus pada Indonesia dan terbit pada 2019–2025, 
sedangkan referensi metodologis dan konseptual tambahan tahun 2019–2026 dipakai untuk 
memperkuat analisis. Hasil tinjauan menunjukkan empat temuan pokok. Pertama, 
intensitas publikasi meningkat tajam setelah 2020, yang menandai menguatnya perhatian 
akademik pascapandemi dan percepatan agenda pemerintahan digital. Kedua, tema yang 
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paling dominan meliputi adopsi e-government, peningkatan kualitas layanan, tata kelola 
SPBE, dan inovasi pelayanan publik di tingkat lokal. Ketiga, penelitian masih didominasi 
studi kualitatif berbasis kasus, sedangkan desain komparatif, longitudinal, dan mixed 
methods masih terbatas. Keempat, transformasi digital secara konsisten berkontribusi 
terhadap efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan responsivitas layanan, tetapi tetap 
menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, 
fragmentasi interoperabilitas, persoalan kepemimpinan, dan risiko perlindungan data. 
Artikel ini menyimpulkan bahwa riset mendatang perlu bergeser dari analisis yang berpusat 
pada platform menuju evaluasi yang berorientasi pada warga, dampak, dan perbandingan 
antardaerah.  
Kata Kunci: Transformasi Digital; Pelayanan Publik; E-Government; SPBE; Tinjauan 
Literatur Sistematis. 
 
PENDAHULUAN  

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda terpenting dalam 
reformasi administrasi publik kontemporer. Di sektor pelayanan publik, 
transformasi digital tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemindahan prosedur 
manual ke kanal elektronik, melainkan sebagai perubahan yang menyentuh desain 
layanan, pola interaksi negara-warga, integrasi data, pengambilan keputusan, serta 
penciptaan nilai publik. Literatur internasional menunjukkan bahwa transformasi 
digital pada sektor publik terkait erat dengan co-production, kolaborasi, 
kepercayaan pengguna, preferensi warga terhadap desain layanan, serta kapasitas 
organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi (Adjei-Bamfo et al., 2019; 
Dwivedi et al., 2020; Marcovecchio, 2019; Panagiotopoulos et al., 2023; Pleger et al., 
2020; Richard O. & Irani, 2019; Scupola A. & Mergel, 2022; Sourbati M. & Loos, 2019; 
Torfing, 2019). 

Perkembangan tersebut menguat setelah pandemi COVID-19. Banyak studi 
menegaskan bahwa pandemi telah mempercepat digitalisasi layanan dan 
mendorong organisasi publik untuk mengadopsi mekanisme kerja, pelayanan, dan 
koordinasi yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, transformasi digital juga dipahami 
sebagai proses perubahan organisasi yang didorong oleh tekanan krisis, kebutuhan 
efisiensi, dan tuntutan akuntabilitas baru (Agostino et al., 2021; Bonomi Savignon et 
al., 2024; Haug et al., 2024; Malodia et al., 2021; Shenkoya, 2023). 

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital pelayanan publik berkembang 
melalui berbagai bentuk, seperti e-government, pelayanan terpadu satu pintu, mal 
pelayanan publik, digitalisasi administrasi kependudukan, open data, hingga Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Riset-riset Indonesia menunjukkan bahwa 
digitalisasi pelayanan tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga 
pada kemudahan akses, transparansi, dan inovasi lokal yang lebih responsif 
terhadap kebutuhan warga (Daraba et al., 2023; Dewi D. S. & Tobing, 2021; Irmawati 
et al., 2022; Muliawaty L. & Hendryawan, 2020; Muslim, 2022; Prihatin et al., 2023; 
Rahmatilah et al., 2021; Safaria et al., 2019; Suhartoyo, 2019; Tasyah et al., 2021). 

Memasuki periode 2024–2025, fokus penelitian tampak semakin bergeser dari 
sekadar keberadaan aplikasi menuju isu interoperabilitas, akuntabilitas, user 
acceptance, kualitas layanan, smart governance, dan citizen-centric governance. Hal 
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ini terlihat pada kajian mengenai efektivitas layanan daring pemerintah daerah, 
peran kepemimpinan transformasional, adopsi JAKI, penguatan SPBE, serta inovasi 
digital yang berorientasi pada keunggulan layanan (Anas, 2024; Dewi, 2025; Djabbari 
et al., 2024; Fitriyanti, 2024; Gantika, 2025; Hadi I. & Widnyani, 2024; Harsoyo H. & 
Amanatin, 2025; Indar et al., 2024; Isabella., 2024; Kencono et al., 2024; Maktub et al., 
2025; Nasrullah et al., 2025; Rahmawati et al., 2025; Sangaji M. S. J. & Irianto, 2025; 
Sundari et al., 2024; D. Suryana, 2021; Zuhriyati et al., 2025). 

Walaupun jumlah penelitian terus meningkat, peta pengetahuan tentang 
transformasi digital pelayanan publik di Indonesia masih cenderung terfragmentasi. 
Sebagian studi menekankan dimensi teknologi, sebagian lain fokus pada kualitas 
layanan, inovasi lokal, tata kelola SPBE, atau akuntabilitas. Kondisi ini menyebabkan 
belum tersusunnya sintesis yang utuh mengenai arah perkembangan riset, 
kecenderungan metode, dan tema yang paling dominan. Padahal, tinjauan literatur 
sistematis diperlukan untuk merumuskan posisi pengetahuan, mengidentifikasi 
celah penelitian, serta menyusun agenda riset yang lebih kumulatif dan relevan bagi 
administrasi publik. 

Berdasarkan alasan tersebut, artikel ini bertujuan: (1) memetakan tren 
publikasi penelitian transformasi digital pelayanan publik di Indonesia pada 2019–
2025; (2) mengidentifikasi tema dan pendekatan metodologis yang dominan; serta 
(3) merumuskan kesenjangan penelitian dan agenda kajian lanjutan. Artikel disusun 
dengan pendekatan systematic literature review agar sintesis yang dihasilkan lebih 
sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri (Page M J. et al., 2021; Snyder, 2019; Xiao 
Y. & Watson, 2019) 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR). 
Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyintesis temuan-temuan 
yang tersebar dalam berbagai artikel sehingga dapat diperoleh gambaran 
menyeluruh mengenai arah perkembangan riset, tema dominan, dan ruang kosong 
penelitian. Tahapan SLR dalam artikel ini merujuk pada prinsip umum tinjauan 
sistematis dan pelaporan PRISMA 2020  (Page M J. et al., 2021; Snyder, 2019; Xiao Y. 
& Watson, 2019). Penelusuran literatur dilakukan pada portal jurnal, laman penerbit, 
dan pangkalan data ilmiah yang menyediakan DOI. Kata kunci yang digunakan 
adalah “transformasi digital”, “digital transformation”, “pelayanan publik”, “public 
service”, “e-government”, “SPBE”, “digital governance”, dan “Indonesia”. Kriteria 
inklusi meliputi: (1) artikel terbit tahun 2019–2025 untuk korpus utama; (2) fokus 
pada transformasi digital, e-government, atau inovasi layanan publik dalam konteks 
Indonesia; (3) memiliki DOI yang dapat diakses; dan (4) relevan dengan administrasi 
publik, kebijakan publik, atau administrasi pembangunan. Kriteria eksklusi 
mencakup artikel duplikat, artikel tanpa DOI, tulisan opini nonilmiah, serta 
publikasi yang tidak berfokus pada pelayanan publik. Seluruh sitasi dan daftar 
pustaka pada naskah ini dikelola dengan Mendeley Reference Manager 
menggunakan gaya sitasi author-date yang disesuaikan dengan template jurnal. 
Artikel yang lolos kemudian dibaca secara penuh dan dikodekan berdasarkan tahun 
terbit, tema utama, pendekatan metodologis, level analisis, serta temuan sentral. 
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Hasil akhir menghasilkan korpus utama sebanyak 30 artikel Indonesia-sentris untuk 
periode 2019–2025. Di luar korpus utama tersebut, artikel ini juga memakai referensi 
pendukung tahun 2019–2026 yang bersifat metodologis dan konseptual untuk 
memperkuat interpretasi teoretis, namun tidak dihitung sebagai bagian dari korpus 
utama SLR. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses 
kategorisasi, komparasi temuan, dan sintesis tematik. Melalui tahap ini, artikel tidak 
hanya menggambarkan tren numerik sederhana, tetapi juga menafsirkan bagaimana 
isu efisiensi, kualitas pelayanan, akuntabilitas, inklusi digital, kepemimpinan, dan 
interoperabilitas muncul serta berkembang dalam riset administrasi publik 
Indonesia. 

Tabel 1. Tahapan Seleksi Literatur 

Tahap Uraian 
Jumlah 
Artikel 

1 Identifikasi awal melalui kata kunci dan penelusuran DOI 86 

2 Duplikasi dan metadata tidak lengkap dikeluarkan 22 

3 Artikel pada tahap skrining judul dan abstrak 64 

4 Artikel dieliminasi pada tahap skrining awal 25 

5 Artikel dibaca penuh (full-text assessment) 39 

6 
Artikel full-text dieksklusi karena tidak sesuai fokus / tanpa 
DOI / bukan konteks Indonesia 

9 

7 Artikel dalam korpus utama SLR (2019–2025) 30 

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2026. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tren Publikasi dan Kecenderungan Metode 

Berdasarkan 30 artikel dalam korpus utama, terlihat bahwa studi mengenai 
transformasi digital pelayanan publik di Indonesia menunjukkan kecenderungan 
meningkat, khususnya setelah 2020. Lonjakan ini dapat dibaca sebagai respons atas 
dua dinamika sekaligus, yaitu percepatan digitalisasi akibat pandemi dan penguatan 
agenda pemerintahan digital nasional. Pada fase awal, riset masih banyak 
membahas e-government sebagai sarana perbaikan prosedur layanan. Namun pada 
fase berikutnya, fokus bergeser ke arah efektivitas layanan daring, kualitas 
pelayanan, interoperabilitas, penerimaan warga, akuntabilitas, serta smart 
governance. 

Kecenderungan metodologis menunjukkan dominasi pendekatan kualitatif 
berbasis studi kasus. Pola ini dapat dipahami karena banyak penelitian berfokus 
pada praktik pelayanan di pemerintah daerah, unit layanan tertentu, atau platform 
spesifik. Meskipun pendekatan ini bermanfaat untuk menangkap konteks, desain 
komparatif antarwilayah, analisis longitudinal, dan mixed methods masih relatif 
terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengetahuan yang dihasilkan sering 
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kali kuat secara kontekstual, tetapi belum cukup akumulatif untuk menjelaskan 
variasi dampak antarorganisasi atau antarwilayah. 

Tabel 2. Distribusi Korpus Utama menurut Tahun dan Pendekatan 
Metode 

Kategori Rincian Jumlah Persentase 

Tahun 2019 2 6,7% 

Tahun 2020 1 3,3% 

Tahun 2021 3 10,0% 

Tahun 2022 2 6,7% 

Tahun 2023 4 13,3% 

Tahun 2024 8 26,7% 

Tahun 2025 10 33,3% 

Metode Kualitatif/studi kasus 20 66,7% 

Metode 
Kajian 
literatur/konseptual/analisis 
kebijakan 

6 20,0% 

Metode Kuantitatif/survei/model adopsi 3 10,0% 

Metode Mixed methods 1 3,3% 

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2026 
 
Klaster Tema Utama Penelitian 

Sintesis tematik memperlihatkan sekurang-kurangnya empat klaster utama. 
Klaster pertama adalah adopsi e-government dan pengaruhnya terhadap kualitas 
pelayanan. Penelitian pada klaster ini menilai kemudahan akses, kecepatan layanan, 
kepuasan, efektivitas, serta keberfungsian kanal digital dalam pelayanan 
administrasi dan layanan pemerintah daerah (Anas, 2024; Dewi D. S. & Tobing, 2021; 
Indar et al., 2024; Muliawaty L. & Hendryawan, 2020; Prihatin et al., 2023; Tasyah et 
al., 2021). 

Klaster kedua menyoroti SPBE, tata kelola digital, dan isu interoperabilitas. 
Di sini, penelitian tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah digitalisasi sudah 
dilakukan, tetapi apakah terdapat integrasi sistem, kepemimpinan yang 
mendukung, kesiapan organisasi, kerangka hukum, dan arah smart governance 
yang lebih matang (Dema et al., 2023; Hadi I. & Widnyani, 2024; Isabella., 2024; 
Kencono et al., 2024; Sundari et al., 2024). 

Klaster ketiga berfokus pada inovasi layanan lokal dan citizen-centric service. 
Kajian pada klaster ini banyak mengambil objek layanan kependudukan, PTSP, 
MPP, aplikasi kota, atau inisiatif pemerintah daerah yang mencoba memperpendek 
rantai birokrasi dan meningkatkan kualitas pengalaman warga sebagai pengguna 
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layanan (Djabbari et al., 2024; Harsoyo H. & Amanatin, 2025; Maktub et al., 2025; 
Nasrullah et al., 2025; Rahmawati et al., 2025; Suhartoyo, 2019). 

Klaster keempat berkaitan dengan akuntabilitas, kolaborasi, dan dimensi nilai 
publik. Pada klaster ini, transformasi digital dibaca sebagai proses yang menuntut 
keterbukaan data, koordinasi antarpemangku kepentingan, kepemimpinan, dan 
orientasi pada manfaat sosial yang lebih luas, bukan sekadar penggantian media 
layanan (Daraba et al., 2023; Dewi, 2025; Fitriyanti, 2024; Gantika, 2025; Irmawati et 
al., 2022; Rahmatilah et al., 2021; Safaria et al., 2019; Sangaji M. S. J. & Irianto, 2025; T. 
B. M. F. Suryana et al., 2025; Zuhriyati et al., 2025). 

Tabel 3. Sintesis Tema, Temuan Utama, dan Kesenjangan Riset 

Tema Fokus Utama Temuan Dominan Kesenjangan Riset 

Adopsi e-
government 

Efektivitas 
kanal digital, 
kepuasan, 
kemudahan 
akses 

Layanan lebih cepat, 
mudah, dan murah; 
kualitas meningkat bila 
sistem stabil dan petugas 
adaptif 

Masih sedikit studi 
longitudinal dan 
evaluasi berbasis 
outcome 

SPBE dan 
tata kelola 
digital 

Integrasi 
sistem, 
interoperabilita
s, regulasi, 
kesiapan 
organisasi 

Keberhasilan ditentukan 
oleh kepemimpinan, 
kapasitas SDM, integrasi 
data, dan kepastian 
regulasi 

Masih terbatas studi 
komparatif 
antarinstansi dan 
antardaerah 

Inovasi 
layanan 
lokal 

MPP/PTSP, 
Disdukcapil, 
aplikasi 
daerah, 
platform warga 

Inovasi lokal mampu 
memperpendek proses 
birokrasi dan 
memperbaiki 
pengalaman pengguna 

Belum banyak 
evaluasi skalabilitas 
dan keberlanjutan 
inovasi 

Akuntabilita
s dan nilai 
publik 

Transparansi, 
partisipasi, 
kepercayaan, 
pelayanan 
inklusif 

Transformasi digital 
berkontribusi pada 
transparansi dan 
akuntabilitas bila 
didukung tata kelola data 

Minim studi tentang 
inklusi digital, 
kelompok rentan, 
dan perlindungan 
data pribadi 

Sumber: Hasil sintesis penulis, 2026.  
 
Sintesis Manfaat dan Tantangan Transformasi Digital 

Dari seluruh klaster, terdapat pola temuan yang relatif konsisten. Pertama, 
transformasi digital cenderung meningkatkan efisiensi administratif, mempercepat 
waktu layanan, memperluas akses, dan mengurangi kebutuhan tatap muka. Kedua, 
digitalisasi juga memperkuat transparansi dan jejak akuntabilitas, khususnya ketika 
pelayanan telah terhubung dengan mekanisme pelacakan, pengaduan, atau 
dashboard monitoring. Ketiga, digitalisasi mendorong perubahan kultur kerja 
birokrasi, meskipun intensitasnya berbeda-beda bergantung pada kepemimpinan 
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dan kapasitas organisasi. Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang 
menempatkan transformasi digital sebagai kombinasi antara perubahan teknologi, 
proses, dan tata kelola (Agostino et al., 2021; Malodia et al., 2021; Scupola A. & 
Mergel, 2022). 

Namun demikian, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis. Literatur 
Indonesia memperlihatkan adanya persoalan ketimpangan infrastruktur, 
kesenjangan literasi digital pengguna dan aparatur, resistensi perubahan, lemahnya 
integrasi data, serta belum matangnya tata kelola perlindungan data dan keamanan 
informasi. Pada level organisasi, kepemimpinan transformasional dan e-leadership 
menjadi variabel yang berulang kali muncul sebagai faktor penentu. Sementara itu, 
pada level pengguna, penerimaan warga terhadap layanan digital ditentukan oleh 
kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kepercayaan, dan pengalaman 
layanan yang nyata (Haug et al., 2024; Maktub et al., 2025; Nasrullah et al., 2025; 
Richard O. & Irani, 2019; Shenkoya, 2023; Zuhriyati et al., 2025) 

Dari perspektif administrasi pembangunan, temuan-temuan tersebut 
menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik harus dibaca sebagai 
agenda pembangunan kelembagaan, bukan semata proyek teknologi. Artinya, 
keberhasilan digitalisasi layanan ditentukan oleh sinkronisasi regulasi, pembiayaan, 
interoperabilitas, pelatihan aparatur, dan strategi inklusivitas bagi kelompok yang 
rentan terpinggirkan secara digital. Di sinilah relevansi pendekatan nilai publik, 
kolaborasi, dan kepercayaan menjadi semakin kuat (Adjei-Bamfo et al., 2019; 
Marcovecchio, 2019; Panagiotopoulos et al., 2023; Pleger et al., 2020; Sourbati M. & 
Loos, 2019; Torfing, 2019). 
 
Agenda Penelitian Lanjutan 

Berdasarkan sintesis di atas, terdapat sedikitnya lima agenda penelitian 
lanjutan. Pertama, dibutuhkan lebih banyak studi komparatif antarprovinsi, 
antarkota/kabupaten, dan antarjenis layanan agar dapat diketahui faktor pembeda 
keberhasilan transformasi digital. Kedua, perlu penguatan studi longitudinal untuk 
menguji keberlanjutan manfaat digitalisasi, bukan hanya menilai implementasi pada 
satu titik waktu. Ketiga, penelitian mendatang perlu mengembangkan model 
evaluasi yang lebih berorientasi pada outcome, seperti kepuasan, kepercayaan, 
inklusi, efisiensi biaya, dan dampak terhadap kinerja organisasi publik. 

Keempat, dimensi perlindungan data, etika AI, dan integrasi lintas platform 
perlu mendapat perhatian lebih besar. Arah riset paling mutakhir menunjukkan 
mulai munculnya perhatian terhadap artificial intelligence, kesiapan kelembagaan, 
dan hubungan antara digitalisasi layanan dengan performa fiskal atau performa 
organisasi yang lebih luas (Fritiar, 2026; Pakpahan, 2026; Syam et al., 2026). Kelima, 
kajian masa depan perlu lebih citizen-centred dengan memberikan ruang bagi 
pengalaman kelompok rentan, wilayah perifer, dan pengguna yang memiliki 
keterbatasan akses maupun literasi digital. 

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pengembangan riset 
transformasi digital pelayanan publik di Indonesia akan lebih matang apabila 
mampu mengintegrasikan perspektif administrasi publik, kebijakan publik, dan 
administrasi pembangunan secara simultan. Sintesis semacam ini penting agar 
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penelitian tidak berhenti pada deskripsi teknologi, tetapi juga mampu menjelaskan 
dimensi institusional, sosial, dan pembangunan yang menyertainya. 

 
SIMPULAN 

Kesimpulan, systematic literature review ini menunjukkan bahwa penelitian 
tentang transformasi digital pelayanan publik di Indonesia pada 2019–2025 
berkembang pesat, terutama setelah 2020. Tema dominan meliputi adopsi e-
government, kualitas layanan, tata kelola SPBE, dan inovasi pelayanan publik lokal. 
Secara metodologis, penelitian masih didominasi oleh studi kualitatif berbasis kasus, 
sehingga ruang untuk studi komparatif, longitudinal, dan mixed methods masih 
terbuka lebar. Temuan-temuan utama menegaskan bahwa transformasi digital 
mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan responsivitas 
layanan, tetapi tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, 
literasi digital, fragmentasi interoperabilitas, kepemimpinan, dan perlindungan 
data. Oleh karena itu, agenda riset ke depan perlu diarahkan pada evaluasi yang 
lebih berorientasi dampak, berpusat pada warga, serta sensitif terhadap konteks 
wilayah dan kelompok sosial yang berbeda. Secara akademik, tema ini relevan 
karena mempertemukan isu manajemen pelayanan publik, kebijakan publik, dan 
administrasi pembangunan dalam satu kerangka analisis yang terpadu.  
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